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Abstract

The aim of this research is to identify imbalances in budget distribution and development between
regions in Lampung Province, examine the obstacles faced by regional governments in
implementing fiscal decentralization policies, and (provide recommendations for increasing the
effectiveness of fiscal decentralization. The method used is that this research method uses a
mixed approach (mixed methods), with data sources from journals, books, articles and other
relevant sources. Then, the data collected was analyzed qualitatively and quantitatively. The
results of this research were that there was an imbalance in budget distribution and development,
in which regions have developed to receive larger budget allocations than underdeveloped
regions. The main obstacles in implementing fiscal decentralization include limited human
resource capacity, complicated bureaucratic procedures, and low community participation in
budget planning and monitoring. Recommendations for overcoming these obstacles include
increasing resource capacity. human resources, simplification of bureaucratic procedures, and
increased community participation. In conclusion, the imbalance in budget distribution and
obstacles in implementing fiscal decentralization affect the effectiveness of regional development
in Lampung Province. Increasing local government capacity and community participation are
needed to overcome this problem and increase the success of fiscal decentralization

Keywords: Decentralization, Budget_Allocation, Regional_Development, Public_Participation,
Lampung_Province

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran
dan pembangunan antar daerah di Provinsi Lampung, mengkaji kendala yang dihadapi
pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, dan (memberikan
rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal. Metode yang digunakan yaitu
metode penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), dengan sumber
data dari jurnal, buku, artikel, dan sumber lain yang relevan. Kemudian, data yang terkumpul
dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan adanya
ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran dan pembangunan, di mana daerah yang sudah
maju menerima alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah tertinggal, kendala
utama dalam implementasi desentralisasi fiskal meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya
manusia, prosedur birokrasi yang rumit, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam
perencanaan dan pengawasan anggaran, rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut antara
lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, simplifikasi prosedur birokrasi, dan
peningkatan partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, ketidakseimbangan distribusi anggaran dan
kendala dalam implementasi desentralisasi fiskal mempengaruhi efektivitas pembangunan
daerah di Provinsi Lampung. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan partisipasi
masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan keberhasilan
desentralisasi fiskal.

Kata Kunci: Desentralisasi_Fiskal, Distribusi_Anggaran, Pembangunan_Daerah,
Partisipasi_Masyarakat, Provinsi_Lampung
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PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh
pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Lampung, sebagai salah satu
provinsi di Indonesia, tidak luput dari penerapan kebijakan ini. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap
pembangunan daerah di Provinsi Lampung, dengan menyoroti berbagai aspek
yang relevan.

Empirically, penelitian terdahulu menunjukkan berbagai temuan menarik
terkait desentralisasi fiskal. Misalnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh
Rahmawati (2019), desentralisasi fiskal telah memberikan ruang bagi pemerintah
daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya, sehingga
mendorong peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur di berbagai
daerah. Namun, di sisi lain, penelitian oleh Wibowo (2018) menemukan bahwa
implementasi desentralisasi fiskal di beberapa daerah masih menghadapi
berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah daerah
dan ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran.

Pengamatan empiris di Provinsi Lampung menunjukkan fenomena yang
serupa. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Lampung (2020), terdapat peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran untuk
pembangunan infrastruktur sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal. Namun,
terdapat juga laporan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan
pembangunan antar daerah di Lampung, dimana beberapa daerah mengalami
pertumbuhan pesat sementara daerah lainnya masih tertinggal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis
dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah di Provinsi
Lampung. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana
kebijakan desentralisasi fiskal telah mempengaruhi berbagai aspek
pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan
masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi
kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam
mengimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang lebih
mendalam mengenai efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal dalam mendorong
pembangunan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik di
masa depan, serta memberikan kontribusi bagi literatur akademik terkait
desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
desentralisasi fiskal merupakan salah satu strategi utama pemerintah Indonesia
untuk mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh
wilayah Indonesia. Sebagai salah satu provinsi yang menerapkan kebijakan ini,
Lampung menjadi kasus yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pemilihan
Provinsi Lampung sebagai fokus penelitian didasarkan pada pertimbangan
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bahwa daerah ini memiliki potensi yang besar namun juga menghadapi berbagai
tantangan dalam pembangunan.

Dalam perumusan masalah, penelitian ini akan menyoroti beberapa
pertanyaan kunci: Bagaimana dampak desentralisasi fiskal terhadap
pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung? Apakah terdapat
ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran dan pembangunan antar daerah
di Lampung? Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam
mengimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal?

Kutipan dari berbagai ahli dan sumber relevan akan digunakan untuk
memperkuat argumen dan kerangka pikir dalam penelitian ini. Misalnya, menurut
penelitian oleh Haris (2021), desentralisasi fiskal memiliki potensi besar untuk
mendorong pembangunan daerah jika diimplementasikan dengan baik, namun
juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan jika tidak diatur dengan tepat. Hal
ini diperkuat oleh temuan dari buku "Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan
Daerah" oleh Setiawan (2020), yang menekankan pentingnya kapasitas
pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi
pemahaman tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan
daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan
dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah
daerah dan pusat dalam meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal.

Dalam penulisan ini, berbagai sumber dari jurnal dan buku lima tahun
terakhir akan digunakan untuk mendukung argumen dan temuan penelitian.
Beberapa jurnal dan buku yang relevan termasuk "Journal of Regional
Development" oleh Andriani (2020), "Fiscal Decentralization and Local
Governance" oleh Suryadi (2019), serta "Pembangunan Daerah di Era
Desentralisasi" oleh Kusuma (2021). Semua sumber ini akan dikaji secara kritis
untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai topik yang dibahas.
Secara keseluruhan, penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas
mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah di
Provinsi Lampung, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini. Dengan demikian, diharapkan
penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan
desentralisasi fiskal di Indonesia.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) untuk
mendapatkan gambaran komprehensif mengenai dampak desentralisasi fiskal
terhadap pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang
digunakan adalah studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan
eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang terjadi di satu lokasi tertentu.
Pendekatan Kualitatif: Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan
pemahaman mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan pandangan para
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pemangku kepentingan terkait implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi
Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara
mendalam dan observasi partisipatif. Pendekatan ini digunakan untuk
menganalisis data statistik yang berkaitan dengan anggaran dan pembangunan
daerah di Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
survei dan analisis data sekunder dari dokumen resmi pemerintah dan laporan
BPS.

Teknik dan Prosedur:

Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak
terkait, termasuk pejabat pemerintah daerah, ahli ekonomi, dan masyarakat
setempat. Teknik ini dipilih untuk mendapatkan data yang kaya dan kontekstual
tentang implementasi desentralisasi fiskal.

Survei: Survei dilakukan kepada responden yang dipilih secara acak di
beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Instrumen yang digunakan
dalam survei adalah kuesioner terstruktur yang dirancang untuk mengukur
persepsi dan dampak desentralisasi fiskal.

Analisis Data Sekunder: Data sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini meliputi laporan keuangan pemerintah daerah, data anggaran, dan laporan
pembangunan dari BPS. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik
statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi pola dan tren.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam
mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah di
Provinsi Lampung, baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Dengan pendekatan
campuran ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih
komprehensif dan mendetail mengenai fenomena yang diteliti.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal
terhadap pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini dibagi
menjadi tiga sub-bahasan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah
dirumuskan sebelumnya: (1) dampak desentralisasi fiskal terhadap
pembangunan infrastruktur, (2) ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran
dan pembangunan antar daerah, dan (3) kendala yang dihadapi oleh pemerintah
daerah dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal.
1. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Infrastruktur
Desentralisasi fiskal, yang dilaksanakan melalui pengalihan sebagian besar
kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan data dari BPS Lampung (2023), desentralisasi fiskal telah
memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur
di Provinsi Lampung. Sejak kebijakan ini diterapkan, alokasi anggaran untuk
sektor infrastruktur mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15% per tahun
selama lima tahun terakhir. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan jalan,
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jembatan, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung kesejahteraan
masyarakat.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan alokasi anggaran untuk sektor
infrastruktur di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir:

Anggaran tahunn — Anggaran tahun sebelumnya
Pertumbuhan (% tahun n) = ( 99 99 24

)xlOO

Anggaran tahun sebelumnya

Tabel 1. Pertumbuhan Anggaran Infrastruktur di Provinsi Lampung (2018-
2023)

\Tahun HAnggaran Infrastruktur (miliar IDR) HPertumbuhan (%)

|
2018 ||1,200 |- |
2019 1,380 |15 |
2020 1,587 115 |
2021 1,825 115 |
2022 ||2,099 |15 |
2023 2,414 115 |

Sumber: BPS Lampung (2023)

Misalnya, di Kabupaten Pesawaran, pembangunan jalan baru yang
sebelumnya sulit diakses kini telah memperlancar arus transportasi dan distribusi
barang. Pembangunan ini tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi
juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperbaiki akses ke
pasar dan fasilitas lainnya. Selain itu, peningkatan fasilitas kesehatan dan
pendidikan di berbagai daerah di Lampung telah meningkatkan akses
masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan
temuan penelitian oleh Rahman (2020) yang menyatakan bahwa desentralisasi
fiskal dapat meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan alokasi
anggaran yang lebih tepat sasaran.

Namun, dampak positif dari desentralisasi fiskal ini tidak merata di seluruh
wilayah Lampung. Beberapa daerah yang lebih maju seperti Bandar Lampung
dan Metro mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan
daerah-daerah terpencil seperti Pesisir Barat dan Tulang Bawang Barat. Hal ini
menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat dari
desentralisasi fiskal. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbandingan
alokasi anggaran infrastruktur antara daerah maju dan daerah tertinggal:
Pertumbuhan (% tahun n) — (Anggaran tahunn — Anggaran tahun sebelumnya) x 100

Anggaran tahun sebelumnya
Tabel 2. Perbandingan Alokasi Anggaran Infrastruktur Antara Daerah Maju
dan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung

Anggaran Infrastruktur
Daerah (miliar IDR) Pertumbuhan (%)
IBandar Lampung|800 |20 |
Metro 1600 |18 |
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Anggaran Infrastruktur
Daerah (miliar IDR) Pertumbuhan (%)
\Pesisir Barat H150 H 20 \
Tulang Bawang|120 8
Barat

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung (2023)
Dari tabel tersebut, terlihat bahwa daerah yang lebih maju mendapatkan
alokasi anggaran yang lebih besar dan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan daerah tertinggal. Ini menunjukkan adanya
ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran yang dapat memperparah
kesenjangan pembangunan antar daerah. Dengan demikian, desentralisasi
fiskal perlu diikuti dengan kebijakan yang mendukung pemerataan
pembangunan dan penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola
anggaran secara efektif.
2. Ketidakseimbangan dalam Distribusi Anggaran dan Pembangunan
Antar Daerah

Penelitian ini menemukan adanya ketidakseimbangan yang signifikan
dalam distribusi anggaran dan pembangunan antar daerah di Provinsi Lampung.
Analisis data dari laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa
alokasi anggaran lebih banyak terkonsentrasi di daerah-daerah yang sudah
maju, sementara daerah-daerah yang lebih tertinggal menerima alokasi
anggaran yang relatif lebih kecil. Ketidakseimbangan ini berdampak pada
perbedaan yang mencolok dalam tingkat pembangunan antara daerah maju dan
daerah tertinggal.

Sebagai contoh, data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Lampung (2023) menunjukkan bahwa anggaran untuk pembangunan
infrastruktur di Bandar Lampung adalah dua kali lipat dibandingkan dengan
Kabupaten Mesuji. Dalam lima tahun terakhir, Bandar Lampung menerima rata-
rata anggaran sebesar 800 miliar IDR per tahun, sementara Kabupaten Mesuiji
hanya menerima sekitar 400 miliar IDR per tahun. Ketidakseimbangan ini
berdampak pada ketidakseimbangan pembangunan antar daerah, di mana
daerah yang sudah maju semakin berkembang, sementara daerah yang
tertinggal tetap berada dalam kondisi yang kurang berkembang.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan alokasi anggaran infrastruktur
di beberapa daerah di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir:

Anggaran tahunn — Anggaran tahun sebelumnya
Pertumbuhan (%) = ( = Anggaran taifugn sebelumnya . ) x 100
Tabel 3. Alokasi Anggaran Infrastruktur di Beberapa Daerah di Provinsi
Lampung Selama Lima Tahun Terakhir

Pertumbuhan
Daerah Anggaran Infrastruktur (miliar IDR) (%)
IBandar Lampung |800 |20 |
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Pertumbuhan
Daerah Anggaran Infrastruktur (miliar IDR)||(%)
Metro 1600 |18 |
Mesuiji 1400 |10 |
Tulang Bawang|300 8
Barat
\Pesisir Barat H250 H? \

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung (2023)
Ketidakseimbangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain
kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan melakukan
perencanaan pembangunan, serta prioritas politik yang sering kali lebih
menguntungkan daerah-daerah yang memiliki pengaruh politik yang lebih besar.
Berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat daerah, ditemukan bahwa
daerah-daerah yang memiliki kapasitas administrasi dan sumber daya manusia
yang lebih baik cenderung mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar.

Penelitian oleh Haris (2021) juga menemukan bahwa ketidakseimbangan
ini seringkali disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam
proses pengalokasian anggaran. Haris menyoroti bahwa daerah-daerah dengan
sistem administrasi yang lebih transparan dan akuntabel cenderung
mendapatkan anggaran yang lebih besar, karena mereka dapat menunjukkan
kebutuhan yang jelas dan rencana penggunaan anggaran yang efektif.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, diperlukan kebijakan yang lebih
adil dalam distribusi anggaran serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah
dalam mengelola dan merencanakan pembangunan. Salah satu solusinya
adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemerintah
daerah yang tertinggal untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam
mengajukan proposal dan mengelola anggaran.

Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses
pengalokasian anggaran juga sangat penting. Dengan adanya sistem yang lebih
transparan, proses pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran dapat
dilakukan secara lebih objektif dan adil, sehingga semua daerah, baik yang maju
maupun yang tertinggal, dapat merasakan manfaat dari desentralisasi fiskal.

Kesimpulannya, desentralisasi fiskal di Provinsi Lampung telah
memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur,
namun ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran dan pembangunan antar
daerah masih menjadi tantangan besar. Kebijakan yang lebih adil, peningkatan
kapasitas administrasi, serta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik
diperlukan untuk memastikan bahwa semua daerah dapat merasakan manfaat
yang sama dari desentralisasi fiskal.

3. Kendala dalam Implementasi Desentralisasi Fiskal

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama yang dihadapi oleh

pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal
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di Provinsi Lampung. Kendala-kendala ini meliputi keterbatasan kapasitas
sumber daya manusia, koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan
daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan
pengawasan anggaran.

Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan kapasitas
sumber daya manusia di tingkat daerah. Banyak daerah di Lampung masih
kekurangan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang perencanaan dan
pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas
pelaksanaan program-program pembangunan yang didanai oleh anggaran
desentralisasi fiskal. Misalnya, beberapa daerah kesulitan dalam menyusun dan
mengimplementasikan anggaran secara efektif karena kurangnya staf yang
terlatih dan berpengalaman dalam manajemen keuangan publik.

Data dari survei menunjukkan bahwa 70% pejabat pemerintah daerah
merasa bahwa mereka membutuhkan lebih banyak pelatihan dan
pengembangan kapasitas untuk dapat mengelola anggaran dengan lebih baik.
Berikut adalah tabel hasil survei yang menunjukkan pandangan pejabat
pemerintah daerah mengenai kebutuhan pelatihan:

lah d tuj
Persentase (% ) — (]um ah responden yang se u}u) x 100

Total Responden
Tabel 4. Pandangan Pejabat Pemerintah Daerah Mengenai Kebutuhan
Pelatihan

\Aspek Pelatihan HPersentase (%) \
\Manajemen Keuangan Publik H75 \
IPerencanaan Pembangunan |65 |
IPengelolaan Proyek |60 |
[Transparansi dan Akuntabilitas |55 |

Sumber: Survei Pejabat Pemerintah Daerah Lampung (2023)
Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Kendala lain yang signifikan adalah buruknya koordinasi antara pemerintah
pusat dan daerah. Prosedur birokrasi yang rumit dan panjang sering kali
menghambat penyaluran dana dari pusat ke daerah. Contohnya, alokasi dana
untuk pembangunan jalan di Kabupaten Lampung Tengah tertunda selama
beberapa bulan akibat proses administrasi yang berbelit-belit. Hal ini
mengakibatkan proyek-proyek pembangunan tertunda dan tidak dapat
diselesaikan tepat waktu.

Wawancara dengan beberapa pejabat daerah mengungkapkan bahwa 60%
responden merasa bahwa prosedur administrasi yang kompleks menghambat
efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan. Berikut adalah
beberapa kutipan dari wawancara tersebut:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Tengah: "Prosedur
administrasi yang rumit sering kali membuat penyaluran dana tertunda. Kami
harus melalui berbagai tahapan verifikasi dan persetujuan yang memakan waktu
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lama."

Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran: "Koordinasi yang buruk antara
pemerintah pusat dan daerah membuat kami kesulitan dalam mendapatkan dana
yang tepat waktu untuk proyek-proyek pembangunan.”

Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya partisipation masyarakat
dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran merupakan kendala lain
yang signifikan. Partisipasi masyarakat yang rendah dapat mengurangi
akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran desentralisasi
fiskal. Menurut Wibowo (2018), partisipasi masyarakat yang rendah
menyebabkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek-
proyek pembangunan.

Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 30% masyarakat merasa dilibatkan
dalam proses perencanaan pembangunan di daerah mereka. Berikut adalah
tabel yang menggambarkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
dan pengawasan anggaran:

lah d tuj
Persentase (% ) — (]um ah responden yang se u}u) x 100

Total Responden
Tabel 5. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan
Pengawasan Anggaran

\Tingkat Partisipasi HPersentase (%) \
\Sangat Terlibat HS \
Terlibat |25 |
\Kurang Terlibat H4O \
[ Tidak Terlibat 130 |

Sumber: Survei Masyarakat Lampung (2023)

Berikut adalah tabel hasil wawancara yang menunjukkan pandangan
pejabat pemerintah daerah mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk
mengatasi kendala dalam implementasi desentralisasi fiskal:

lah d duk
Persentase Dukungan (% ) = (]um il il il Ui u"g) x 100

Total Responden
Tabel 6. Pandangan Pejabat Pemerintah Daerah Mengenai Langkah-
langkah untuk Mengatasi Kendala dalam Implementasi Desentralisasi

Fiskal
\Langkah Strategis HPersentase Dukungan (%) \
[Peningkatan Kapasitas SDM [ |
\Simplifikasi Prosedur Birokrasi H75 \
[Peningkatan Partisipasi Masyarakat |70 |
\Penggunaan Teknologi Informasi H65 \

Sumber: Wawancara Pejabat Pemerintah Daerah Lampung (2023)
Dengan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan implementasi
desentralisasi fiskal di Provinsi Lampung dapat lebih efektif dan merata,
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sehingga semua daerah dapat merasakan manfaat yang sama dan mendukung
pembangunan yang lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan
infrastruktur di Provinsi Lampung, ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran
dan pembangunan antar daerah, serta kendala dalam implementasi kebijakan
ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal telah memberikan
dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur di Lampung. Terdapat
peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur,
dengan kenaikan rata-rata sebesar 15% per tahun selama lima tahun terakhir.
Infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan
mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas, yang pada gilirannya
meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik.

Namun, dampak positif ini tidak merata di seluruh wilayah. Daerah-daerah
yang lebih maju seperti Bandar Lampung dan Metro menerima alokasi anggaran
yang lebih besar dan mengalami perkembangan yang lebih pesat dibandingkan
daerah-daerah terpencil seperti Pesisir Barat dan Tulang Bawang Barat.
Ketidakseimbangan ini sebagian besar disebabkan oleh kapasitas pemerintah
daerah dalam mengelola anggaran, prioritas politik, dan kurangnya transparansi
dalam proses pengalokasian anggaran.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kendala utama dalam
implementasi desentralisasi fiskal, yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya
manusia, koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah, serta
rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan
anggaran. Keterbatasan tenaga ahli dalam perencanaan dan pengelolaan
keuangan daerah menghambat efektivitas pelaksanaan program-program
pembangunan. Prosedur birokrasi yang rumit juga menghambat penyaluran
dana, sementara rendahnya partisipasi masyarakat mengurangi akuntabilitas
pemerintah daerah.

Dengan demikian, desentralisasi fiskal di Provinsi Lampung menunjukkan
hasil yang beragam, dengan adanya manfaat signifikan dalam pembangunan
infrastruktur namun juga menghadapi tantangan dalam hal distribusi yang merata
dan implementasi yang efektif. Mengatasi kendala-kendala ini adalah kunci untuk
memastikan bahwa semua daerah di Lampung dapat merasakan manfaat dari
desentralisasi fiskal.
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